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KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIM EWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM WHISTLE

BLOWING SYSTEMDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 33 Tahun 2023 lentang

Pembentukan Tim Whistleblowing Sgstem di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yograkarta

dalam rangka pengendalian gratifikasi telah dibentuk Tim

Whistleblotuing Sgstem dari unsur Anggota dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yograkarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yoryakarta, perlu melakukan penyesuaian

terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yograkarta

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 33 Tahun 2023

tentang Pembentukan Tim Whistle Blotoittg Sgsfem di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogtakarta;

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 4l

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undalg

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O1 Nomor 134, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 415O);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O6 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korba-n (Lembaral

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 293,

Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6o2);

4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor lA2 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahwn 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l terrtar.g

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi pgmilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O23 Nomor 3771;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pernilihan Um,m, Sekretariat Komisi p6rnilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2027 tentang
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Salinan sesuai dengrn aslinya
SEKRETARJAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Pcnyelenggaraar: I' " r, ilu,

M
dan Su

Pembangunan dan Evaluasi 7,ona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 1571) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 90 Tahun 2O2l terfiang Pembangunan dan Evaluasi

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O24

Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA TET{TANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yoglakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim

Whistle Blowing Sgstem di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yoryakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga

setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yoryakarta
Padatanggal 12Jui2O24

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Yud

arakat. '
AHMAD SHIDQI

Panisipasi

ttd.

Z

Manusia
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SUSTINAN PERSONALIA

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 Ahmad Shidqi Ketua KPU DIY Pengarah

2 Ibah Muthiah Anggota KPU DIY Pengarah

3 Moh Zaenuri Ikhsan Anggota KPU DIY Pengarah

4 Sri Surani Anggota KPU Dry Pengarah

5 Tri Mulatsih Anggota KPU DIY Pengarah

6 Tri Trrjiana Sekretaris KPU DfY
Penanggung

Jawab

Indra Yudistira
Kepala Bagian Teknis Penyelengaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM

Ketua

8 Bambang Gunawan
Kepala Bagian Keuangan, Umum, darr

Logistik
Wakil Ketua

9 Analis Primadani
Kepala Bagiaa Perencanaan, Data dan

Informasi
Sekretaris

10 Amalia Rahmah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Anggota

11
Viera Mayasari Sri
Rengganis

Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota

72
Arr5r Darmawan
Trissatya Putra

Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Anggota

13
Galuh Adisti Wisnu
Wardhani

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat
Anggota

t4 Ardian Dewanto
Setiadi

Kepala Sub Bagian Umum dan logistik Anggota

15 Endah Dwi Artini Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota

16 Sari Ananingsih Analis Hukum Ahli Muda Anggota

t7 Dyah Ajeng Ika
Pusparini

Analis Penegakan Integritas dan
DisipLin Sumber Daya Manusia

Aparatur
Anggota

L,AMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
WHISTLE BLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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JABATAN
KEDUDUNAN
DALAM TIM

18 Parjinah Analis Pengembangan Kanr Anggota

19 Ratna Dewi Senjarini Analis Pengembangan Karir Anggota

20
Yudhanto Rakhmat
Pratomo

Penyusun Bahan Penlrrluhan Hukum Anggota

o1 Fitri Hartati Analis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Anggota

oc Siti Robitoh Anggota

23 Choirun Sulaiman Arsiparis Mahir Anggota

Alfiah Trisna
Asswandari

Analis Sistem Informasi Anggota

25 Puji Restiyani
Penyusun Program Anggaran dan

Pelaporan
Anggota

Ditetapkan di Yoryakarta
pada tanggal 12 J:uIi 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

AHMAD SHIDQI

ttd

Salinan sesuai dengrn aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMIJM
DA E RA H ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepa I a llagian Teknis Penyelenggaraan Pem i lu,

Partis rpasi d Masyarakat, Hukum

dan Su Manusia

lndra Yudisti
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NO NAMA

Penyusun Alokasi dan Pelaporan
Barang Kebutuhan Pemilu

24
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